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MOTO

“Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku”
(QS. Yusuf: 86)

"Kita yang menentukan hasil. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Fokus saja
berbuat baik. Lalu sisanya biar Allah yang nuntun." (Ustadz Hanan Attaki)
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Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan bunyi pasal Pasal 24 ayat
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tanah memiliki
peranan yang penting dalam kehidupan manusia, semakin maju masyarakat, semakin
banyak penduduknya akan mempengaruhi urgensi tanah dalam kehidupan manusia.
Pengadilan adalah badan atau lembaga resmi yang mengelola sistem hukum untuk
menyelidiki, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk hukum yang dilaksanakan di
pengadilan adalah hukum publik maupun privat formil dan berdasarkan hukum acara
yang berlaku di Indonesia. Pengaturan tentang pertanahan dan sebagainya diatur dalam
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Tanah memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia, semakin maju
masyarakat, semakin banyak penduduknya akan mempengaruhi urgensi tanah dalam
kehidupan manusia. Lambat atau cepat tanah akan menjadi prioritas rebutan bagi banyak
pihak. Penyelesaian kasus pertanahan merupakan permasalahan penting yang sewajarnya
diprioritaskan oleh pemerintah. Masalah yang paling banyak dialami masyarakat terkait
dengan tanah dapat dikelompokan ke dalam tiga kelompok yang meliputi: kepastian hak
apa saja yang didapat atas tanah, administrasi kepemilikan atas tanah dan sengketa antara
pihak kalangan atas dan kalangan bawah terhadap tanah ulayat. Reformasi peraturan
terhadap tanah harus dilakukan guna membatasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan
dan eksploitasi tanah di antara kelompok tertentu, yang pada akhirnya dapat mengurangi
kasus pertanahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditelaah kembali
urgensi dan proses pembentukan pengadilan pertanahan untuk penyelesaian kasus di
bidang pertanahan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian kekosongan
hukum karena belum ada undang-undang yang mengatur tentang pengadilan pertanahan.
Penelitian ini juga mencakup tentang sinkronisasi hukum baik bersifat vertikal maupun
horizontal mengenai pembentukan pengadilan pertanahan sebagai penyelesaian kasus di
bidang pertanahan. Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis. Pendekatan
penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Untuk
menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan
hukum sekunder yang dilengkapi dengan bahan hukum tersier, yang teknik
pengumpulannya melalui studi dokumen yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.
Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan proses editing, sistematisasi, penelitian
deskriptif dan penalaran induksi. setelah bahan hukum diolah, dilanjutkan dengan
analisis hukum menggunakan metode silogisme, interpretasi sistematis (desystematiche
interpretatie), serta menggunakan konstruksi analogi.

Pada dasarnya kasus pertanahan merupakan kasus yang kebanyakan memiliki dampak
yang luas. Hal ini dikarenakan kasus pertanahan dampak berdampak ke bidang lain
seperti bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, agama dan lain-lain. Kasus pertanahan
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punya karakteristik dan berdiri sendiri dan kadang memiliki unsur pidana, perdata,
administrasi, dan lain-lain.Pasal 6 ayat (1) TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang
Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menjelaskan bahwa arah
kebijakan pembaruan agraria diantaranya menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan
dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi
potensi konflik dimasa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum
dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud ketetapan ini. Atas dasar
tersebut, untuk menyelesaikan kasus pertanahan yang berkepanjangan untuk menjamin
terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan sangat masuk akal jika negara
membentuk sebuah pengadilan khusus pertanahan. Mengingat bahwa kasus pertanahan
itu sendiri berpotensi menimbulkan konflik dimasa mendatang serta penyelesaian yang
tidak efisien ketika diselesaikan di pengadilan umum. Terkadang, perkara pertanahan di
pengadilan diselesaikan di peradilan yang berbeda seperti peradilan umum, peradilan
agama dan peradilan tata usaha negara. Ketiga lembaga peradilan tersebut memiliki
kompetensi absolut masing-masing yang berbeda dalam penyelesaian perkara pertanahan
namun dapat mengarah ke penyelesaian perkara yang bersinggungan. Batasan
kompetensi absolut yang tidak jelas dari kasus pertanahan juga menjadi pertimbangan
mengapa negara perlu membentuk pengadilan khusus pertanahan karena kasus itu sendiri
butuh payung hukum yang jelas serta kompetensi absolut yang memang terkhusus
kepada kasus pertanahan itu sendiri. Kasus pertanahan tidak hanya terjadi pada pihak
masyarakat umum saja, melainkan juga pada masyarakat adat sering terjadi kasus
pertanahan. Seringkali di beberapa kasus masyarakat adat menghadapi sengketa tanah
terhadap tanah ulayat mereka yang dimana apabila sudah masuk ke dalam perkara
pertanahan, pengadilan umum tidak dapat berfokus ke perkara pertanahan tersebut
karena masih ada perkara-perkara lain yang harus segera diselesaikan.

Pembentukan pengadilan khusus, pada mulanya merupakan rekomendasi dari DPR dan
dipertimbangkan oleh Presiden. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan negara memiliki kekuasaaan untuk
membentuk Pengadilan Khusus untuk terjaminnya penegakan hukum dan keadilan yang
di inginkan seluruh pihak. Pembentukan Pengadilan Pertanahan dapat dibentuk dibawah
lingkungan peradilan umum, Hal ini selaras dengan Pasal 8 UU No. 49 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum yang menjelaskan bahwa di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk
pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. Pengadilan khusus pertanahan
harus memiliki Undang-Undangnya sendiri yang khusus mengatur tentang Pengadilan
yang menjadi payung hukum dalam menyelesaikan perkara tanah serta Pengadilan
Pertanahan harus memiliki Hakim Ad Hoc yang mempunyai keahlian serta pengalaman
di bidang pertanahan.
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ABSTRAK

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan bunyi pasal Pasal 24 ayat
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tanah memiliki
peranan yang penting dalam kehidupan manusia, semakin maju masyarakat, semakin
banyak penduduknya akan mempengaruhi urgensi tanah dalam kehidupan manusia.
Untuk melindungi hak atas tanah tersebut dibentuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dengan segala regulasi yang mengatur
tentang agraria dan beberapa penyelesaian kasus pertanahan yang apabila diselesaikan di
pengadilan umum sangat tidak efektif, diperlukan terobosan baru yaitu pengadilan
pertanahan. Oleh karena itu, Penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis urgensi
pembentukan pengadilan khusus pertanahan dan proses dari pembentukan pengadilan
khusus pertanahan berdasarkan peraturan yang berlaku. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute
approach).

Kasus pertanahan tidak hanya terjadi pada pihak masyarakat umum saja, melainkan juga
pada masyarakat adat sering terjadi kasus pertanahan. Kasus pertanahan juga sering
memiliki banyak unsur seperti unsur pidana, administrasi, perdata. Dan lain-lain.
Pembentukan Pengadilan khusus Pertanahan sangat di perlukan karena pengadilan
umum sudah tidak efektif untuk menyelesaikan perkara tanah. Proses pembentukan
Pengadilan khusus Pertanahan diawali dengan usulan oleh DPR yang kemudian
dijadikan pertimbangan oleh Presiden. Pengadilan khusus Pertanahan harus memiliki
Undang-Undangnya sendiri yang khusus mengatur tentang Pengadilan Pertanahan yang
menjadi payung hukum dalam menyelesaikan perkara tanah.

Kata Kunci (keyword): kekuasaan kehakiman, pengadilan khusus, kasus pertanahan
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